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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Hubungan  

Hubungan adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau 

keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang 

lainnya. Menurut Tams Jayakusuma (2001:25), hubungan adalah suatu 

kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain. Selain itu 

arti kata hubungan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses, cara atau 

arahan yang menentukan atau menggambarkan suatu obyek tertentu yang 

membawa dampak atau pengaruh terhadap obyek lainnya. Berdasarkan 

definisi di atas maka yang dimaksud dengan hubungan dalam penelitian ini 

adalah suatu keadaan saling keterkaitan Antara Peranan bmkg untuk 

pelayaran dan untuk umum. 

 

2.2. Pengertian Peranan 

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu 

yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya 

suatu hal atau peristiwa. 

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi  suatu 

pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek 

dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. 

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu 

tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan 

atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan 

juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan 

yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti 

bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta 

kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. 
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Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (Informational Role), 

peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam 

hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg 

merancang peranan kedua yakni yang b ubungandengan 

Inform asi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut: 

 

1. Peran pemantau (Monitor), peranan ini mengidentifikasikan seorang atasan 

sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang 

diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut : 

 

a. Internal operations, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan 

pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada 

hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. 

 

b. Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (external events), informasi jenis 

ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari 

langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing pesaing, asosiasi-

asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan 

ekonomi, politik, dan teknologi, yang semuanya itu amat bermanfaat 

bagi organisasi. 

 

c. Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai 

berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat 

bermanfaat bagi atasan untuk diketahui. 

 

d. Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu 

sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-

kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat dan mempelajari 

tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru. 
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e. Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang 

ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu. 

 

2. Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menagani proses 

transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya. 

 

2.3. Pengertian Pelayaran 

Hukum laut dalam arti luas mencakup segala aspek penggunaan atau 

pemanfaatan laut dan sumber-sumber yang terdapat di lautan. Dalam 

literatur hukum di negara-negara kontinental seperti negeri Belanda, hukum 

laut umumnya diartikan pula sebagai hukum pelayaran yang terutama 

berfokus pada pengaturan penyelenggaraan pengangkutan melalui laut dan 

hal-hal yang berhubungan dengan itu. Di negara-negara yang menganut 

sistem anglo-saksis dikenal istilah hukum maritim sebagai ketentuan-

ketentuan hukum yang berfokus pada pengangkutan melalui laut yang 

berhubungan dengan perdagangan internasional. Dapatlah dikatakan bahwa 

hukum perlayaran atau hukum maritim pada hakekatnya merupakan bagian 

yang khusus dari hukum laut dalam arti yang luas. 

Pelayaran di dalamnya terdiri atas angkutan di perairan, 

kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan 

lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional 

yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan 

sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola 

distribusi nasional yang mantap dan dinamis. Pelayaran memiliki Undang-

Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang 

Pelayaran. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengatakan 

bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di 

perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan 

lingkungan maritim. 
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Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran disahkan 

pada tanggal 7 Mei 2008 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono 

di Jakarta. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran 

diundangkan pada tanggal 7 Mei 2008 di Jakarta oleh Menkumham Andi 

Mattalatta. 

Sebagai negara maritim, wilayah Indonesia sebagian besar berupaya 

lautan (sekitar 65 persen dari total wilayah Indonesia), yang terdiri dari laut 

teritorial (0,3 juta km2), serta perairan laut pedalaman (internal waters, dan 

kepulauan archipelagic waters) seluas 2,8 juta km2. Indonesia sebagai 

negara kepulauan tentu harus pengangkutan laut yang mumpuni. Hal ini 

mengingat pengangkutan laut memiliki peran penting dalam menjembatani 

kegiatan perekonomian dari satu pulau kepulau lainnya. Pengangkutan laut  

terbagi menjadi dua bagian yakni keselamatan pelayaran dan perlindungan 

lingkungan maritim. Keselamatan pelayaran diantaranya melingkupi sarana 

dan prasarana dalam menunjang kegiatan pelayaran. Perlindungan 

lingkungan maritim diantaranya mencakup mengenai pencemaran perairan 

yang disebabkan oleh kecelakaan kapal. 

 

2.4. Pengertian Prakiraan  

 Prakiraan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang 

sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi 

masa lalu dan sekarang yang dimiliki, agar kesalahannya (selisih antara 

sesuatu yang terjadi dengan hasil perkiraan) dapat diperkecil. Prediksi tidak 

harus memberikan jawaban secara pasti kejadian yang akan terjadi, 

melainkan berusaha untuk mencari jawaban sedekat mungkin yang akan 

terjadi (Herdianto, 2013 : 8). 

 Pengertian Prediksi sama dengan perkiraan. Menurut kamus besar 

bahasa Indonesia, prediksi adalah hasil dari kegiatan memprediksi atau 

meramal atau memperkirakan nilai pada masa yang akan datang dengan 

menggunakan data masa lalu. Prediksi menunjukkan apa yang akan terjadi 

pada suatu keadaan tertentu dan merupakan input bagi proses perencanaan 
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dan pengambilan keputusan. 

 Prediksi bisa berdasarkan metode ilmiah ataupun subjektif belaka. Ambil 

contoh, prediksi cuaca selalu berdasarkan data dan informasi terbaru 

yang didasarkan pengamatan termasuk oleh satelit. Begitupun prediksi 

gempa, gunung meletus ataupun bencana secara umum. Permulaan awal, 

walaupun pengkajian yang mendalam mengenai alternative masa depan 

adalah suatu disiplin baru, barangkali orang telah menaruh perhatian besar 

tentang apa yang akan terjadi kemudian semenjak manusia mulai 

mengetahui sesuatu. Populasi tukang ramal dan tukang nujum pada zaman 

kuno dan abad pertengahan merupakan satu manifestasi dari keinginan tahu 

orang tentang masa depannya. Perhatian tentang masa depan ini berlangsung 

terus bahkan berkembang menjadi kolom astrologi yang disindikatkan pada 

tahun 1973. 

Secara Eksplisit, pembahasan mengenai teori peramalan kebijakan 

sangatlah sedikit. Namun, secara implisit, Prakiraan kebijakan terkait 

menjadi satu dengan proses analisa kebijakan. Karena didalam menganalisa 

kebijakan, untuk menformulasikan sebuah rekomendasi kebijakan baru, 

maka diperlukan adanya peramalan-peramalan atau prediksi mengenai 

kebijakan yang akan diberlakukan dimasa yang akan datang. Namun, satu 

dari sekian banyak prosedur yang ditawarkan oleh para pakar Dunn, masih 

memberikan pembahasan tersendiri mengenai peramalan kebijakan. 

Menurut Dunn, Peramalan Kebijakan (policy forecasting) merupakan suatu 

prosedur untuk membuat informasi factual tentang situasi social masa depan 

atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan.  

Perkiraan mempunyai tiga bentuk utama proyeksi, prediksi, dan perkiraan : 

 

1. Suatu proyeksi adalah prakiraan yang didasarkan pada ekstrapolasi atas 

kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan. Proyeksi 

membuat pertanyaan yang tegas berdasarkan argument yang diperoleh 

dari motode tertentu dan kasus yang paralel. 
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2. Sebuah prediksi adalah prediksi yang didasarkan pada asumsi teoritik 

yang tegas. Asumsi ini dapat berbentuk hokum teoretis (misalnya hukum 

berkurangnya nilai uang), proposisi teoritis (misalnya  proposisi bahwa 

pecahnya masyarakat sipil diakibatkan oleh kesenjangan antara harapan 

dan kemampuan), atau analogi (misalnya analogi antara pertumbuhan 

organisasi pemerintah dengan pertumbuhan organisme biologis). 

 

3. Suatu perkiraan (conjecture) adalah ramalan yang didasarkan pada 

penilaian yang informatif atau penilaian pakar tentang situasi masyarakat 

masa depan. 

 

Tujuan dari pada diadakannya perkiraan kebijakan adalah untuk 

memperoleh informasi mengenai perubahan dimasa yang akan datang dan 

akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan serta konsekuensinya. 

Oleh karenanya, sebelum rekomendasi diformulasikan perlu adanya 

peramalan kebijakan sehingga akan diperoleh hasil rekomendasi yang benar-

benar akurat untuk diberlakukan pada masa yang akan. Didalam 

memprediksi kebutuhan yang akan datang dengan berpijak pada masa lalu, 

dibutuhkan seseorang yang memiliki daya sensitifitas tinggi dan mampu 

membaca kemungkinan-kemungkinan dimasa yang akan datang. Permalan 

kebijakan juga diperlukan untuk mengontrol, dalam artian, berusaha 

merencanakan dan menetapkan kebijakan sehingga dapat memberikan 

alternatif-alternatif tindakan yang terbaik yang dapat dipilih diantara 

berbagai kemungkinan yang ditawarkan oleh masa depan. Masa depan juga 

terkadang banyak dipengaruhi oleh masa lalu. Dengan mengacu pada masa 

depan analisis kebijakan harus mampu menaksir nilai apa yang bisa atau 

harus membimbing tindakan di masa depan. 

 

2.5. Pengertian Cuaca  

Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu 

yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Cuaca itu terbentuk 
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dari gabungan unsur cuaca dan jangka waktu cuaca bisa hanya beberapa jam 

saja. Misalnya: pagi hari, siang hari atau sore hari, dan keadaannya bisa 

berbeda-beda untuk setiap tempat serta setiap jamnya. Cuaca terjadi karena 

suhu dan kelembaban yang berbeda antara satu tempat dengan tempat 

lainnya perbedaan ini bisa terjadi karena sudut pemanasan matahari yang 

berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya karena perbedaan lintang bumi. 

Perbedaan yang tinggi antara suhu udara di daerah tropis dan daerah 

kutubbisa menimbulkan jet stream. Sumbu bumi yang miring disbanding 

orbit bumi terhadap matahari membuat perbedaan cuaca sepanjang tahun 

untuk daerah sub tropis hingga kutub. Di permukaan bumi juga 

mempengaruhi jumlah suhu biasanya berkisar    ± 40° C. selama ribuan 

tahun perubahan orbit bumi juga mempengaruhi jumlah dan distribusi energi 

matahari yang di terima oleh bumi dan mempengaruhi iklim jangka panjang. 

Cuaca dibumi juga dipengaruhi oleh hal-hal lain yang terjadi di angkasa, 

diantaranya adanya angin  matahari atau disebut star’s corona  

(Budi Wahyudi,1999:87) 


